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ABSTRAK

Pemerintah daerah merupakan pihak yang di berikan kewenangan, untuk
menyelenggarakan pemerintahannya sendiri,dalam hal ini Dinas Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, untuk menyelenggarakan penanaman
modal. Salah satunya di kawasan jembatan Suramadu bagian Madura Bangkalan,
pemanfaatan lahan untuk kegiatan PKL di wilayah Suramadu yang tidak tepat akan
mengalami pelaksanaan pembangunan tidak efektif dan efisien. Tujuan peneliti
untuk mengetahui tentang pemanfaatan lahan yang ada di kawasan jembatan
Suramadu, serta menganalisis kesesuaian pemanfaatan lahan di kawasan jembatan
Suramadu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan adalah yuridis empiris, yaitu
penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, yang di peroleh dari hasil
wawancara dapat di sandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga muncul kejelasan mengenai proses pemanfaatan lahan yang baik
dan benar.

Hasil dari penelitian ini, bahwa pemerintah daerah dan Dinas terkait,
memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemanfaatan lahan
di kawasan jembatan Suramadu. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah,
merupakan tugas penting bagi pemerintah daerah. Perlu di lakukan
penyelenggaraan yang tepat dan berkelanjutan, dengan meningkatkan sumber daya
aparatur pemerintah dan menjadikan Suramadu sebagai objek pembangunan.
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ABSTRACT
The regional government is the party that is given the authority, to organize
its own government, in this case the One Stop Services and Investment Services
Office, to organize investment. One of them is in the Suramadu bridge area of
the Madura Bangkalan section, land use for PKL activities in the Suramadu
region which is not appropriate will experience ineffective and inefficient
development implementation. The aim of the researcher was to find out about
the land use in the Suramadu bridge area, and to analyze the suitability of land
use in the Suramadu bridge area with current laws and regulations.

In this study, the method used is empirical juridical, namely research on
identification of unwritten laws, obtained from the results of interviews can be
compared with applicable laws and regulations, so that clarity about the land
use process is good and right.

The results of this study, that the local government and related agencies, have
a very important role in carrying out land use in the Suramadu bridge area.
The level of public awareness is still low, an important task for local
governments. Proper and sustainable implementation is needed, by increasing
the resources of the government apparatus and making Suramadu the object
of development.
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